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Lampiran

Perihal Ralat Pengumuman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
Sarjana (S1) dan Magister (82) Tahun 2015

Yth

(Daftar Alamat Terlampir)

Di Tempat

Sehubungan dengan surat pengumuman pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian ljazah Nomor SEK.2.KP.05.01-93 tanggal 26 Agustus 2015, bersama ini
diberitahukan bahwa:

1.

Dalam surat pengumuman dimaksud dalam persyaratan huruf f disebutkan “ljazah
diperoleh dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B” dan huruf g disebutkan
“Indeks Prestasi Komuiatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75"

Terdapat usulan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah
Indonesia Timur dan Tengah agar Akreditasi B dalam persyaratan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian ljazah ditinjau kembali dan dapat dirubah menjadi akreditasi C
dikarenakan banyak pegawai yang telah selesai menempuh pendidikan di Perguruan
Tingg! dengan Akreditasi C dengan alasan Perguruan Tinggi Akreditasi B adanya di
Ibukota Propinsi terutama di Wilayah Timur dan perlu standar IPK yang berbeda untuk
lulusan dari Perguruan Tinggi dan Swasta

Mencermati dan mengkaji semua usulan terkait persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM
Rl nomor M.HH-03 KP.05.01 Tahun 2009 Tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Ujian Penyesuaian ljazah di Lingkungan Departemen Hukum
Dan HAM RI dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas
Belajar dan ljin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan tujuan untuk mendorong
pengembangan Karir pegawai maka persyaratan huruf f “ljazah dipercleh dari perguruan
tinggi dengan akreditasi minimal B dirubah menjadi ‘Bagi yang lulus dan memperoleh
ijazah sebelum terbitnya Surat Edaran MENPAN dan RB minimal Akreditasi C, dan
bagi yang lulus dan memperoleh ljazah setelah terbitnya Surat Edaran MENPAN
dan RB minimal Akreditasi B” dan huruf g “Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sekurang-
kurangnya 2,75" dirubah menjadi “ Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sekurang-
kurangnya 2,50 untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 2,75 untuk Perguruan Tinggi
Swasta”

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih
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Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK.2.KP.05.01-110
Tanggal : 11 September 2015

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Up.Sekretaris Inspektorat Jenderal

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Ri

Up. Sekretaris Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Up. Sekretaris Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Up. Sekretaris Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Up. Sekretaris Direktorat Jenderal

Direkiorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI

Up. Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Up. Sekretaris Badan

Kepata Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Badan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dar
Ri

Up. Sekretaris Badan

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM R
Kepala Biro Kepegawaian

Kepala Biro Umum.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Kepala Biro Perencanaan.

Kepala Biro Perlengkapan.

Kepala Biro Keuangan.

Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI



